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ABSTRAK
Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki tidak hanya potensi sumber 
daya energi yang besar tapi juga laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Untuk dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri, Indonesia memerlukan pasokan energi yang 
cukup besar di mana saat ini konsumsi energi Indonesia masih sangat tergantung pada sumber 
energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, batu bara dan gas alam. Pemanfaatan bahan 
bakar fosil tersebut secara berkelanjutan berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah 
kaca dalam jumlah besar yang menuntun kepada perubahan iklim secara global. 

Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006, 
telah mencanangkan target untuk terwujudnya bauran energi yang optimal pada tahun 2025, 
di mana peran energi terbarukan terhadap konsumsi energi nasional menjadi 17%. Dalam 
komposisi energi terbarukan tersebut, sumber energi panas bumi mendapat porsi lebih 
dari 5%. Target bauran energi ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan pasokan energi 
dalam negeri. Walaupun tidak secara tertulis menyebutkan adanya tujuan yang berhubungan 
dengan pengurangan dampak terhadap lingkungan, peningkatan bauran energi bersih akan 
mengurangi emisi rumah kaca di Indonesia. 

Sayangnya, energi panas bumi sebagai salah satu sumber energi utama dalam kategori energi 
terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal di negara ini. Sejak pembangkit listrik tenaga 
panas bumi pertama, Kamojang-1, diresmikan di tahun 1983 sampai dengan tahun 2017, 
Indonesia baru berhasil memanfaatkan energi panas bumi sekitar 6% dari total potensi nasional. 
Studi ini, melalui penelusuran pustaka, berusaha untuk merangkum berbagai tantangan yang 
dihadapi oleh negara Indonesia dalam mendorong pemanfaatan energi panas bumi untuk 
mencapai target pemerintah di tahun 2025. Studi ini juga berusaha untuk membuat berbagai 
alternatif solusi untuk dapat membantu mempercepat pengembangan energi panas bumi di 
Indonesia. 

Kata kunci: ketahanan energi, panas bumi, tantangan, Indonesia
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ABSTRACT
Indonesia is one of the developing countries that not only has a large potential of energy 
resources but also a high population growth rate. To be able to meet the needs of the community 
and industry, Indonesia needs a large supply of energy where currently Indonesia’s energy 
consumption is still very dependent on non-renewable energy sources such as petroleum, 
coal and natural gas. Sustainable use of fossil fuels certainly contributes to a large increase in 
greenhouse gas emissions that lead to global climate change.

The Government of Indonesia, through the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia 
Number 5 of 2006, has set a target to achieve an optimal energy mix by 2025, where the role 
of renewable energy to national energy consumption will be around 17%. In the composition 
of renewable energy, geothermal energy sources get a portion of more than 5%. The target of 
this energy mix is   to secure domestic energy supply, although it does not mention whether this 
target is also related with the environmental issue.

Geothermal energy as  one of the main energy sources in the renewable energy category, 
unfortunately, has n o t been optimally utilized in this country. Since the ſrst geothermal 
power plant, Kamojang-1, was inaugurated in 1983 to 2017, Indonesia has only succeeded 
in utilizing geothermal energy around 6% of the total national potential. This study, through 
literature review, aim to summarize the various challenges faced by the Indonesian state in 
encouraging the use of geothermal energy to achieve the government’s target in 2025. This 
study also seeks to propose various alternative solutions to help accelerate the development of 
geothermal energy in  Indonesia.

Keywords: energy security, geothermal, challenges, Indonesia

PENDAHULUAN
Energi panas bumi merupakan energi yang 
tersimpan di bawah tanah dan dianggap dapat 
dihasilkan secara berkelanjutan karena bera-
sal dari sumber panas dari perut bumi yang 
tidak akan pernah habis. Diantara berbagai 
jenis sumber energi, panas bumi adalah salah 
satu energi terbarukan yang diharapkan dapat 
berkontribusi dalam mengamankan suplai te-
naga listrik secara konsisten untuk rakyat In-
donesia dengan dampak lingkungan semini-
mum mungkin. Indonesia, negara kepulauan 
dengan total area 1.904.569 km2 dan populasi 
lebih dari 250 juta penduduk, saat ini merupa-
kan negara dengan ekonomi terbesar di Asia 
Tenggara dimana pertumbuhan ekonomi ter-
sebut memicu peningkatan permintaan energi 
setiap tahunnya.

Terlepas dari usaha untuk mengurangi emisi 

karbon, peningkatan penggunaan energi ter-
barukan dalam strategi ketahanan dan kea-
manan energi nasional juga disebabkan oleh 
berkurangnya kemampuan Indonesia dalam 
memproduksi minyak bumi. Darma dan Wi-
rakusumah (2015) menyebutkan bahwa laju 
permintaan energi di Indonesia berkisar di 9 
persen per tahun dan permintaan listrik tum-
buh di angka 14 persen per tahun sebagai 
akibat dari pertumbuhan populasi sebesar 
1.49% dan pertumbuhan ekonomi ~6% se-
tiap tahunnya, dimana 47% dari permintaan 
energi tersebut masih dipenuhi oleh minyak 
dan gas bumi. Hal ini tentu saja menjadi ke-
khawatiran dalam konteks ketahanan energi 
mengingat produksi minyak bumi Indonesia 
terus mengalami penurunan seperti terlihat 
dalam gambar 1. 
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Gambar 1. Tren produksi minyak bumi Indonesia dari tahun 2000-2017 (PWC, 2018)

 Mujiyanto dan Tiess (2013) berpendapat 
bahwa permintaan energi di tahun 2025 da-
pat mencapai tiga kali lipat dari tahun 2010 
dimana keamanan suplai energi akan sangat 
tergantung kepada strategi kebijakan bauran 
energi pemerintah Indonesia dengan mem-
pertimbangkan ketersediaan sumber energi 
terbarukan seperti tenaga air dan panas bumi. 

Indonesia dipercayai memiliki potensi energi 
panas bumi terbesar di dunia, mencapai 29 
Gigawatt (GW) yang tersebar di 312 lokasi 
(EBTKE, 2012) dimana pemanfaatan potensi 
ini secara penuh lebih dari cukup untuk men-
cukupi kebutuhan listrik di Indonesia. Namun 
demikian, berdasarkan EBTKE (2017a), sam-
pai dengan tahun 2017, kapasitas terpasang 
energi panas bumi di Indonesia masih sangat 
rendah dibandingkan dengan total potensi pa-
nas bumi yang dimilikinya, yaitu hanya seki-
tar 5,9% atau setara dengan 1698,5 Megawatt 
(MW). Gambar 2 menunjukkan bagaimana 
prestasi Indonesia dari tahun 1983 sampai de-
ngan 2018 belum menunjukkan kemampuan 
untuk mencapai target nasional 7000 MW di 

tahun 2025.

Gambar 2. Sejarah pengembangan energi panas 
bumi di Indonesia untuk pemanfaatan tidak langsung 

dibandingkan dengan target pemanfaatan panas 
bumi Indonesia di tahun 2025 (EBTKE, 2017a, 

Purba et.al., 2018b).

Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan 
energi panas bumi di Indonesia menghadapi 
banyak tantangan. Poernomo et. al (2015) 
menyebutkan bahwa pengembangan tena-
ga panas bumi masa depan akan bergantung 
pada harga energi, subsidi, teknologi, dan ke-
selarasan peraturan antar kementerian. Seba-
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gai catatan, Rencana Umum Energi Nasional 
(RUEN, 2017) menargetkan energi terbarukan 
dapat mencapai 23% dalam bauran energi di 
tahun 2025 dimana 5% berasal dari sumber 
energi panas bumi.

Tujuan dan Metode Penelitian
Studi ini bertujuan untuk mengidentiſkasi 
dan menyarikan berbagai tantangan yang ha-
rus dihadapi oleh Indonesia untuk meningkat-
kan kontribusi energi panas bumi dalam ba-
uran energi nasional melalui tinjauan pustaka 
terhadap berbagai publikasi ilmiah dan data 
publik yang diterbitkan oleh pemerintah.

Paper ini juga berisi hasil diskusi tim penu-
lis terhadap beberapa opsi solusi yang di-
anggap dapat mempercepat pengembangan 
pembangkit listrik tenaga panas bumi di In-
donesia. Berbagai opsi solusi tersebut berasal 
dari kombinasi penelusuran kepustakaan dan 
opini penulis dan dijabarkan secara umum 
dan singkat untuk memberikan lebih banyak 
ruang kepada pembahasan permasalahan. 
Penulisan makalah ini juga bertujuan untuk 
mendapatkan umpan balik dari para pemba-
ca untuk penyempurnaan penulisan makalah 
berikutnya di masa depan.

Tantangan dalam Pengembangan 
Sumber Energi Panas Bumi 
Indonesia
Sumber daya panas bumi Indonesia yang di-
percayai terbesar di dunia merupakan keun-
tungan bagi rakyat Indonesia yang dapat di-
manfaatkan salah satunya sebagai pembangkit 
listrik dimana ƀuida panas bumi yang dipro-
duksi melalui sumur produksi akan melewati 
proses separasi dan pembersihan sebelum 
masuk kedalam turbin dan dikonversi menja-
di tenaga listrik (Gambar 3). Metode pemanfa-
atan energi panas bumi seperti ini sering dise-
but pemanfaatan tidak langsung.

Gambar 3. Skema sederhana dari suatu pembangkit 
liఅrik panas bumi siఅem single-Àash (DiPippo, 

2016). 

Salah satu contoh pemanfaatan tidak langsung 
di Indonesia adalah Kamojang unit-1 (Gambar 
4) yang merupakan Pembangkit Listrik Tenaga 
Panas bumi (PLTP) tertua di Indonesia yang 
diresmikan di tahun 1983 dengan kapasitas 
30 MegaWatt (MW) dimana PLTP ini meman-
faatkan sumber daya panas bumi yang terkan-
dung di lapangan Kamojang Provinsi Jawa 
Barat. 

Gambar 4. Foto udara dari lapangan dan PLTP 
Kamojang Area-01 (PGE, 2018)

Saat ini lapangan panas bumi Kamojang di-
kelola oleh PT Pertamina Geothermal Energy 
(PGE), anak perusahaan dari PT Pertamina 
(Persero).

Selain untuk pemanfaatan tidak langsung, 
energi panas bumi dapat dieksploitasi dengan 
metode pemanfaatan langsung seperti kolam 
pemandian mata air panas, pengeringan pro-
duk pertanian, pemanas ruangan, laundry dan 
lain-lain. Beberapa contoh pemanfaatan lang-
sung ini dibahas secara lebih rinci oleh Adit-
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yatama et.al. (2018)

Terkait regulasi, Pemerintah Indonesia telah 
mengatur pemanfaatan panas bumi secara 
komprehensif melalui Undang-Undang no-
mor 21 tahun 2014 tentang panas bumi yang 
diilustrasikan di Gambar 5.

Gambar 5. Iluఅrasi alur kerja proyek pengembangan 
energi panas bumi di Indonesia yang diatur melalui 
UU 21/2014 (EBTKE, 2017a, Purba et.al., 2018b).

Terlepas dari berbagai manfaatnya, pada prak-
teknya di Indonesia, masih banyak kendala 
yang harus diselesaikan jika ingin mencapai 
pemanfaatan energi panas bumi secara opti-
mal. Tumpang tindih antara lahan masyara-
kat, hutan lindung, kawasan konservasi hutan, 
dan taman nasional masih dianggap menjadi 
masalah utama. Poernomo et. al (2015), se-
cara umum menjabarkan beberapa tantangan 
yaitu:

•� Kurangnya data Geologi, Geokimia, dan 
Geoſsika (GGG) menyebabkan rendah-
nya akurasi dalam menentukan besarnya 
potensi.

•� Tingkat risiko sumber daya yang tinggi (di 
sektor hulu).

•� Biaya investasi tinggi sementara harga 
energi kurang kompetitif, dana ekuitas 
terbatas, dan mekanisme pendanaan dan 
insentif terbatas.

•� Ketidakpastian dalam aspek hukum dan 
kurangnya koordinasi lintas sektor.

•� Kurangnya sumber daya manusia yang 
memiliki kompetensi spesiſk untuk be-
kerja di proyek panas bumi.

•� Penolakan oleh masyarakat yang tinggal 
di sekitar lokasi proyek pembangkit panas 
bumi.

Berbagai permasalahan yang telah teridenti-
ſkasi diatas, baik teknis maupun non-teknis 
yang akan didiskusikan secara lebih rinci satu 
persatu.

A.  High-relief terrain

Sistem panas bumi yang dimiliki Indonesia 
sebagian besar terletak di sepanjang busur 
vulkanik yang memiliki relief tinggi dan pada 
umumnya teridentiſkasi melalui manifestasi 
permukaan yang mengeluarkan air atau uap 
pada suhu didih di permukaan tanah (Hoc-
hstein & Sudarman, 2008). Lokasi tersebut 
memberikan tantangan bagi para perusahaan 
pengembang panas bumi mengingat daerah 
vulkanik pada umumnya memiliki tanah le-
reng yang curam dan dipenuhi dengan ber-
bagai batuan vulkanik keras namun tidak 
terkonsolidasi dengan baik seperti piroklastik 
dan lahar. Selain itu, daerah vulkanik di Indo-
nesia seringkali dipenuhi dengan area alterasi 
hidrotermal yang memiliki potensi bahaya gas 
H2

S dan erupsi hidrotermal. 

Pada umumnya lereng pegunungan juga dii-
si oleh lapisan batuan piroklastik yang rapuh 
dan tidak terkonsolidasi sehingga sulit untuk 
mengakomodasi lalu lintas transportasi untuk 
pengangkutan alat berat sebelum, selama dan 
setelah aktivitas pengeboran. Utami (2010) 
mendeskripsikan secara rinci berbagai tan-
tangan yang akan dihadapi saat melakukan 
pekerjaan sipil di area panas bumi di Indone-
sia yang disebabkan oleh keunikan karakter-
istik area vulkanik dimana panas, batu, dan 
cairan berinteraksi secara dinamis, alami dan 
aktif. Gambar 6 memperlihatkan diagram se-
derhana dari struktur termal dan hidrologi su-
atu bidang panas bumi di area vulkanik yang 
curam. 
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Gambar 6. Iluఅrasi skematis siఅem panas bumi di 
Indonesia yang terletak di medan bebatuan yang 

tinggi dan curam dengan berbagai potensi bahaya 
di permukaan akibat dinamika bawah permukaan 

(Utami, 2010).

Ketidakstabilan permukaan di area panas 
bumi terutama disebabkan oleh mengalirnya 
air panas atau uap panas (steam) dari bawah 
permukaan, umumnya disebuat manifestasi 
permukaan, yang dalam periode waktu yang 
panjang dapat mengakibatkan tanah dan batu-
an di permukaan mengalami perubahan (alte-
rasi) akibat terpapar panas. Utami (2010) juga 
menjabarkan berbagai manifestasi permukaan 
yang dapat berupa steaming cliff, fumarole, 
gas vent, hot mud pool, steaming ground, col-
lapse crater, hot springs and warm pool.

Tidak seperti lapangan minyak bumi, yang 
umumnya terletak di dataran rendah dan de-
kat dengan lautan, tapak pengeboran (well-
pad) untuk proyek panas bumi di Indonesia 
seringkali terletak di lereng dengan kemiring-
an hingga 25% seperti terlihat di Gambar 6 
dan Gambar 7, juga terasosiasi dengan akti-
vitas vulkanik dan hidrotermal, seperti telah 
dideskripsikan sebelumnya di Gambar 6 . 
Hal ini membuat investasi atau biaya peker-
jaan sipil dalam suatu proyek pengeboran pa-
nas bumi menjadi lebih besar dalam rangka 
mencapai stabilitas yang memadai untuk ke-
selamatan seluruh peralatan pengeboran yang 
akan duduk di wellpad tersebut. 

Gambar 7. Foto udara dari suatu tapak pengeboran 
(wellpad) yang sedang dibangun di salah satu area 
prospek panas bumi di Indonesia (Purba, 2018d).

Metoda potong dan isi (cut and ſll) biasanya 
digunakan dimana setengah dari tapak penge-
boran yang akan dibangun diisi dengan bahan 
atau material tanah pengisi untuk mengim-
bangi area yang digali sehingga terbentuk per-
mukaan yang rata. Selain itu, pembangunan 
sistem drainase yang memadai harus dilaku-
kan untuk memberikan jalan untuk air hujan 
sehingga potensi tanah longsor (landslide) 
bisa diminimalisir. Metode lain yang biasanya 
digunakan dalam konstruksi tapak bor di area 
panas bumi adalah pembuatan gabion wall 
atau retaining wall (Gambar 8) yang bertuju-
an untuk menjaga kestabilan lereng (Barrios 
et.al., 2011). 

Gambar 8. Pemasangan gabion wall pada konఅruksi 
wellpad di salah satu lapangan panas panas bumi di 

Indonesia.

53Swara Patra



Kondisi lereng yang curam ini juga menim-
bulkan kesulitan untuk untuk membangun ja-
lan yang lurus dan rata. Gambar 9 menunjuk-
kan contoh proſl jalan di suatu area prospek 
panas bumi di Indonesia yang berliku-liku se-
hingga menyulitkan dalam proses mobilisasi 
peralatan pengeboran ke lokasi pengeboran.

Gambar 9. Foto udara dari salah satu ruas jalan 
di dalam area salah satu prospek panas bumi di 

Indonesia (Purba, 2018d).

B.� �Kondisi�geografs�Indonesia�sebagai�
negara kepulauan

Indonesia adalah negara kepulauan yang ter-
diri dari kurang lebih 17.000 pulau dimana 
area daratan mencapai 1.811.569 km2 dan 
area lautan mencapai 93.000 km2, terbentang 
dari pulau sabang di barat sampai dengan Me-
rauke di timur. Sumber daya panas bumi yang 
dimiliki Indonesia tersebar mulai dari pulau 
weh di provinsi Aceh sampai ke kepulauan 
Maluku dan Flores di bagian timur Indone-
sia (Gambar 10). Hal ini tentu saja menjadi 
tantangan tersendiri terutama untuk mobili-
sasi peralatan berat untuk eksplorasi maupun 
produksi panas bumi karena harus melewati 
banyak selat dan lautan.

Gambar 10. Peta lokasi prospek panas bumi di 
Indonesia yang terletak di sepanjang busur vulkanik 

dari barat ke timur (EBTKE, 2017a).

Saat ini pulau-pulau di bagian timur Indone-
sia mengalami peningkatan permintaan listrik 
dimana pembangkit listrik tenaga panas bumi 
merupakan salah satu alternatif solusi yang 
sangat menjanjikan karena bersifat lokal dan 
tersedia dalam jumlah yang cukup. Sayang-
nya, keuntungan tersebut belum dapat diman-
faatkan oleh Indonesia. Sebagai contoh, Pu-
lau Flores di provinsi Nusa Tenggara Timur, 
dalam 5 tahun terakhir, memiliki pertumbuh-
an ekonomi rata-rata sekitar 5,3% per tahun 
(ESDM, 2017). 

Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai jenis 
sumber daya alam, seperti tambang mangan 
di Pulau Timor, dan sektor perikanan dan pa-
riwisata yang berkembang, dimana berbagai 
sektor tersebut berpotensi untuk meningkat-
kan permintaan listrik. Sebagai tambahan, 
penjualan listrik PLN di wilayah tersebut me-
ningkat sekitar 12,5% per tahun dalam 5 ta-
hun terakhir dimana sebagian besar perminta-
an listrik berasal dari sektor perumahan, yang 
mengonsumsi sekitar 58,64% dari total listrik. 
Berdasarkan kondisi tersebut, PLN mempro-
yeksikan bahwa permintaan listrik di provinsi 
tersebut akan meningkat sekitar 8,9% per ta-
hun pada dekade berikutnya (ESDM, 2017). 

Namun, saat ini pasokan listrik di Nusa Teng-
gara Timur masih belum mencukupi, salah sa-
tunya disebabkan tertundanya pembangunan 
proyek pembangkit listrik dan transmisi. Pe-
nundaan tersebut salah satunya disebabkan 
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masalah logistik dan sulitnya melakukan pe-
ngiriman peralatan ke Indonesia bagian Timur 
sehingga meningkatkan biaya proyek pengem-
bangan energi panas bumi di berbagai pulau 
di Indonesia bagian timur tersebut. Masalah 
logistik ini berhubungan erat dengan kondi-
si infrastruktur Indonesia yang belum merata 
yang akan didiskusikan di sub-bab berikut.

C. Pembangunan infrastruktur yang 
belum merata

Masalah mobilisasi peralatan antar pulau di 
Indonesia sangat dipengaruhi kondisi infra-
struktur seperti akses jalan, moda transportasi, 
dan jaringan listrik tegangan tinggi yang akan 
digunakan untuk mengalirkan listrik yang 
akan diproduksi oleh PLTP. Belum meratanya 
pembangunan infrastruktur di Indonesia ke-
mungkinan besar disebabkan oleh pemusat-
an pembangunan di Pulau Jawa yang sudah 
terjadi dari jaman Belanda di masa lampau. 
Gambar 11 memperlihatkan salah satu con-
toh kondisi infrastruktur jalan di salah satu 
area prospek panas bumi di Indonesia bagian 
timur yang belum mendapatkan penanganan 
memadai sehingga menimbulkan kesulitan 
transportasi.

 

Gambar 11. Kondisi jalan menuju salah satu lokasi 
prospek panas bumi di Indonesia bagian timur yang 
berpotensi longsor saat hujan dan membahayakan 

pengguna jalan (Purba, 2018d)

Sandee (2016) menekankan bahwa masalah 

utama yang dihadapi negara kepulauan seper-
ti Indonesia adalah konektivitas antar pulau 
yang berpengaruh langsung kepada biaya pe-
ngiriman domestik. Sandee juga menyebutkan 
bahwa rendahnya tingkat investasi Indonesia 
di bidang infrastruktur ſsik seperti jalan dan 
jembatan telah berkontribusi secara signiſkan 
terhadap masalah konektivitas di Indonesia 
Masalah transportasi, kemacetan, dan kualitas 
jalan yang buruk adalah salah satu kendala 
bisnis yang terburuk. 

Selain level investasi yang masih rendah, ke-
sulitan dalam pembebasan lahan di berbagai 
daerah di Indonesia ikut berkontribusi terha-
dap lambatnya pembangunan infrastruktur. 
Pisu (2010) menyebutkan bahwa prosedur 
pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur 
di Indonesia masih rumit dan telah secara sig-
niſkan menghambat perluasan jaringan jalan.

Sebagai tambahan, lokasi prospek panas bumi 
Indonesia pada umumnya terletak di area hu-
tan pegunungan dimana terletak jauh dari ak-
ses jalan utama, baik jalan Provinsi maupun 
jalan Kabupaten sehingga sulit untuk mela-
kukan aktivitas mobilisasi peralatan penge-
boran. Semakin tinggi biaya logistik dan mo-
bilisasi peralatan maka semakin tinggi biaya 
proyek pengembangan panas bumi yang pada 
akhirnya dapat membuat investasi di sektor 
ini menjadi lebih tidak menarik dibanding 
sektor energi lain seperti batubara, tenaga air 
atau minyak dan gas bumi.

D. Sistem pembeli tunggal energi listrik 
(single buyer)

Proyek pengembangan sumber daya panas 
bumi sejatinya dapat dikategorikan sebagai 
Public-Private Partnership (PPP) dimana hu-
bungan bisnis yang terbentuk antara perusa-
haan sektor swasta dan lembaga pemerintah 
bertujuan untuk menjalankan proyek yang 
akan melayani kepentingan publik. Namun 
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demikian, kondisi dimana hanya ada satu in-
stansi pemerintah yang menguasai distribusi 
listrik untuk melayani masyarakat mencipta-
kan tantangan tambahan, terutama dalam me-
netapkan peraturan yang tepat. 

Dengan kondisi pengembang panas bumi ha-
nya dapat menjual listrik yang dihasilkan ke 
Perusahaan Listrik Negara yang dimiliki oleh 
negara, maka keberadaan mekanisme pasar 
akan hilang dan pemerintah harus secara ber-
kala menciptakan tarif untuk mengantisipasi 
dinamika biaya operasi dimana tarif yang di-
atur tersebut akan sulit untuk memuaskan ke-
dua belah pihak (penjual dan pembeli).

WestJEC (2016) menyebutkan ada dua ma-
salah utama dalam skema jual beli listrik di-
dalam proyek pengembangan energi panas 
bumi di Indonesia. Pertama, Perusahaan Lis-
trik Negara (PLN) sebagai satu-satunya perusa-
haan listrik di Indonesia tidak secara langsung 
menyetujui harga tender. Pengembang harus 
bernegosiasi lagi dengan PLN untuk menen-
tukan harga Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) 
setelah memenangkan tender dimana dalam 
sebagian besar kasus, harga PJBL menjadi le-
bih rendah dari harga tender. Hal ini tentu 
berpotensi menghambat laju investasi di pro-
yek panas bumi karena para investor sulit un-
tuk menentukan keekonomisan proyek yang 
salah satunya ditentukan oleh harga jual beli 
listrik. 

Kedua, kesulitan bagi pengembang menen-
tukan harga penawaran yang masuk akal dan 
kesulitan bagi pemerintah untuk mencari pe-
ngembang yang serius. Dengan sistem pena-
war harga terendah adalah pemenang lisensi 
area prospek panas bumi yang ditawarkan 
maka beberapa pengembang akan berusaha 
mengusulkan harga yang sangat rendah dan 
seringkali tidak masuk akal. Masalah timbul 
saat pengembang, setelah memenangkan li-
sensi, tidak pernah memulai proyek pengem-
bangan panas bumi yang telah dimenangkan-
nya karena merasa harga yang ditawarkan 

ternyata tidak menarik secara ekonomi. Untuk 
mengatasi masalah ini, Pratama (2017) men-
jelaskan bahwa pemerintah, dalam hal ini Ke-
menterian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM), telah mengeluarkan beberapa pera-
turan, yaitu:

1. Peraturan MEMR No. 14/2008 

Pada tahun 2008, ESDM mengeluarkan per-
aturan baru (Peraturan ESDM No. 14/2008) 
yang menetapkan harga referensi untuk sistem 
tender panas bumi. Peraturan ini dikeluarkan 
untuk membuat PLN menyetujui harga tender 
sebagai harga PJBL. Ini menetapkan bahwa 
harga plafon proses tender panas bumi akan 
dihitung berdasarkan persentase biaya yang 
dikeluarkan untuk pembangkit listrik PLN, 
atau disebut Biaya Pokok Penyediaan (BPP) 
dalam istilah Indonesia. Untuk proyek dengan 
kapasitas antara 10-55 MW, harga plafon ada-
lah 85% dari BPP pada tegangan tinggi atau 
tegangan sedang dari sistem listrik lokal. 

Adapun proyek yang memiliki kapasitas di 
atas 55 MW, harga plafon adalah 80% dari 
BPP pada tegangan tinggi dari sistem listrik 
lokal. Namun, penawar harga terendah akan 
tetap menjadi pemenang. Peraturan ini tidak 
menyelesaikan masalah tarif panas bumi kare-
na harga plafon yang ditetapkan belum mena-
rik. Tarif plafon untuk Indonesia bagian barat 
adalah sekitar 5-7 sen USD/kWh, sedangkan 
untuk bagian timur Indonesia dapat mencapai 
23 sen USD/kWh (WestJEC, 2016).

2. Peraturan Menteri ESDM No. 5/2009

Pada tahun 2009, Kementerian ESDM menge-
luarkan peraturan lain yaitu Peraturan ESDM 
No. 5/2009 yang menetapkan tarif listrik baru 
untuk semua jenis generator, termasuk pem-
bangkit listrik tenaga panas bumi. Peraturan 
ini menetapkan bahwa PLN harus mengu-
mumkan perkiraan harga mereka sendiri ber-
dasarkan jenis energi, lokasi, kapasitas, dan 
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faktor kapasitas. Sejak peraturan ini berlaku, 
peraturan ESDM sebelumnya (No. 14/2008) 
tidak berlaku lagi. Sayangnya, PLN tetap ti-
dak terbuka tentang perkiraan harga mereka 
sendiri dan masih dapat melakukan negosiasi 
harga PJBL terhadap harga penawaran yang 
diajukan oleh pemenang tender.

3. Peraturan Menteri ESDM No. 31/2009 
dan No. 32/2009

Masih di tahun yang sama, Kementerian 
ESDM mengeluarkan dua peraturan lain-
nya. Pertama, Peraturan Menteri ESDM No. 
31/2009 menetapkan tarif listrik untuk energi 
terbarukan skala kecil (hingga 10 MW) atau 
daya berlebih. Walaupun peraturan ini telah 
mencantumkan formula untuk perhitungan 
tarif, PLN masih tetap menggunakan taksiran 
harga sendiri untuk menentukan tarif listrik. 
Peraturan kedua adalah Peraturan Menteri 
ESDM No. 32/2009. Peraturan ini menetap-
kan harga tertinggi untuk proyek panas bumi 
baru yaitu sebesar 9,7 sen USD/kWh. Namun, 
tarif pagu ini diterapkan untuk semua proyek 
panas bumi, termasuk yang berskala kecil, 
dan hubungan antara harga penawaran dan 
harga PJBL masih belum jelas.

4. Peraturan Menteri ESDM No. 02/2011

Untuk menghubungkan harga penawaran 
dan harga PJBL, ESDM mengeluarkan peratur-
an lain (Peraturan ESDM No. 02/2011) yang 
menjamin bahwa harga penawaran akan digu-
nakan dalam PJBL. Namun, tarif plafon yang 
sama masih diterapkan, membuat proyek pe-
ngembangan panas bumi skala kecil tidak la-
yak secara ekonomi untuk dilaksanakan. 

Diskusi diatas memperlihatkan bahwa kea-
daan pembeli tunggal (single buyer) tenaga 
listrik yang dihadapi oleh Indonesia saat ini 
memiliki peran dalam menghambat laju pe-
ngembangan energi panas bumi mengingat 
faktor harga jual-beli listrik adalah salah satu 
komponen penting dalam menentukan kee-

konomisan proyek. Sebagai tambahan, saat 
studi ini berjalan, PLN sedang dalam proses 
mengembangkan beberapa Wilayah Kerja Pa-
nas bumi (WKP) di Indonesia dengan tujuan 
dapat menekan biaya eksplorasi dan produksi 
yang pada akhirnya menekan harga listrik. Sa-
lah satu contoh prospek lapangan panas bumi 
yang saat ini dalam pengelolaan PLN adalah 
WKP Tulehu di Propinsi Maluku (Gambar 12). 
Sejauh ini publikasi mengenai kemajuan atau 
keberhasilan PLN dalam mengelola berbagai 
WKP di Indonesia dalam rangka menekan bia-
ya eksplorasi dan produksi panas bumi masih 
sulit ditemukan sehingga belum dapat didis-
kusikan lebih lanjut di dalam makalah ini.

Gambar 12. Seremoni ground-breaking proyek 
eksplorasi WKP Tulehu di Propinsi Maluku yang 
dikelola oleh PT PLN (Persero) pada bulan Juni 

tahun 2017 (EBTKE, 2017b)

E. Banyaknya WKP yang berada di 
dalam kawasan taman nasional atau 
hutan lindung

Tantangan lain adalah sebagian besar lokasi 
pengeboran potensial di Indonesia berada di 
dalam area hutan lindung. Mujiyono dan Tiess 
(2013) menyebutkan bahwa sekitar 80% dari 
tempat-tempat yang potensial berada di area 
hutan lindung dimana penambangan terbuka 
dilarang oleh UU Kehutanan No.39/2004. 
Undang-undang ini dipercayai telah menjadi 
penghalang utama bagi pengembangan eks-
plorasi panas bumi di Indonesia. 
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Dengan memasukkan kegiatan panas bumi 
dalam kategori kegiatan penambangan me-
nimbulkan masalah karena di kawasan hutan 
konservasi menjadi sangat terlarang sama se-
kali untuk kegiatan panas bumi sehingga di-
butuhkan upaya untuk menentukan jenis ke-
giatan panas bumi. Kegiatan panas bumi yang 
bertujuan untuk ekstraksi termal harus dibeda-
kan dari kegiatan penambangan seperti sum-
ber daya batubara atau mineral. Pemerintah 
Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang 
No 14 Tahun 2014 yang tidak lagi memasuk-
kan kegiatan panas bumi sebagai kegiatan per-
tambangan sehingga memungkinkan aktivitas 
eksplorasi dan produksi panas bumi di daerah 
hutan lindung (Adityatama, Purba, & Kristian-
to, 2018). Namun demikian, peraturan terse-
but belum memungkinkan untuk melakukan 
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber 
daya panas bumi di dalam taman nasional. Si-
tuasi tumpeng tindih lahan ini seringkali men-
jadi semakin rumit dengan banyaknya lahan 
pertanian masyarakat didalam kawasan hutan 
lindung yang didorong oleh tingginya tingkat 
kesuburan tanah di area vulkanik. Gambar 13 
memperlihatkan suatu area pengeboran panas 
bumi yang bertetangga langsung dengan area 
persawahan dan pemukiman penduduk di 
kaki gunung berapi aktif di Indonesia.

Gambar 13. Foto udara yang memperlihatkan tapak 
pengeboran (wellpad) yang terletak bersebelahan 

dengan kawasan persawahan dan pemukiman 
penduduk di salah satu prospek panas bumi di 

Indonesia. 

Untuk melakukan aktivitas pengeboran, mem-
bangun infrastruktur dan menempatkan unit 
PLTP dibutuhkan tapak tanah sehingga tanpa 
memiliki hak atas tanah atau lahan, suatu pe-
ngembang panas bumi tidak akan dapat me-
ngembangkan WKP yang telah dimenangkan-
nya. Jika hal seperti ini terjadi di banyak WKP 
di Indonesia, terutama yang sedang menjalani 
tahap eksplorasi, maka target pemanfaatan pa-
nas bumi yang telah ditetapkan oleh pemerin-
tah akan sangat sulit untuk dicapai.

Tantangan tumpang tindih antara lahan, ka-
wasan hutan dan taman nasional ini menjadi 
tidak mudah untuk diselesaikan karena proses 
perijinan terkait hal tersebut diatas melibatkan 
banyak aspek dan memerlukan perijinan lintas 
kementrian. Hal ini telah dan berpotensi un-
tuk menciptakan proses perijinan yang rumit 
dan berkepanjangan. Inisiatif untuk memiliki 
proses perijinan yang “bersih dan jelas” da-
lam mendapatkan izin proyek pengembangan 
panas bumi yang lengkap sedang dievaluasi. 
Harapannya akan terbentuk suatu sistem pe-
rijinan satu pintu yang dapat mempermudah 
dan mempersingkat proses perijinan.

F. Minimnya program edukasi atau 
penyuluhan terhadap masyarakat 
lokal terkait proyek panas bumi

Tantangan ini adalah salah satu tantangan da-
lam pengembangan proyek panas bumi yang 
belum banyak dibahas di berbagai jurnal il-
miah atau publikasi seminar yang mungkin 
disebabkan oleh sulitnya melakukan pengu-
kuran atau kuantiſkasi terhadap tingkat pema-
haman masyarakat terhadap suatu proyek pe-
ngembangan panas bumi. Penyebab lain yang 
mungkin adalah para pengembang dan peme-
rintah daerah seringkali merasa bahwa tugas 
untuk mengedukasi masyarakat yang tinggal 
di area prospek panas bumi bukan merupakan 
tanggung jawab mereka. 

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 
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pentingnya proyek panas bumi seringkali 
membawa kepada penolakan yang akhirnya 
berakhir dengan terhambatnya proyek pe-
ngembangan panas bumi. Keadaan seperti 
ini terutama terjadi saat proyek panas bumi 
masih dalam tahap eksplorasi dimana peme-
rintah daerah, perusahaan pengembang dan 
masyarakat lokal masih dalam tahap menge-
nali satu sama lain dan belum terbangun rasa 
percaya antara masing-masing pihak. 

Hal ini tentunya telah diketahui oleh para pe-
ngembang panas bumi, terutama dengan ba-

nyaknya pemberitaan di media massa menge-
nai penolakan masyarakat terhadap proyek 
panas bumi di Indonesia. Namun demikian, 
dalam pelaksanaan di lapangan seringkali, 
perusahaan belum melakukan edukasi atau 
penyuluhan secara berkelanjutan dan menye-
luruh. Seringkali acara sosialisasi atau konsul-
tasi publik (Gambar 14) dilakukan hanya satu 
kali diawal proyek dimana dalam satu kali 
kesempatan berdurasi 3-6 jam tersebut, ma-
syarakat diharapkan dapat memahami seluruh 
aspek proyek panas bumi. 

Gambar 14. Salah satu contoh suasana acara sosialisasi proyek panas bumi di Indonesia (Purba et.al., 
2018c).

Idealnya, proses edukasi dan penyuluhan pro-
yek panas bumi dilakukan 3-6 bulan sebelum 
kegiatan ſsik pertama di lokasi dimulai de-
ngan dilakukan peningkatan frekuensi sosiali-
sasi secara bertahap yang disesuaikan dengan 
tingkat penerimaan masyarakat. Untuk dapat 
membangun hubungan jangka panjang, selu-
ruh keraguan masyarakat harus dapat dijawab 
dengan baik dan terbuka. 

G. Kesulitan pembebasan tanah
Pisu (2010) menyebutkan bahwa prosedur 
pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur 
di Indonesia masih rumit dan telah secara sig-
niſkan menghambat perluasan jaringan jalan. 
Walaupun Pisu tidak secara langsung meru-
juk secara spesiſk kepada proyek infrastruktur 
yang berhubungan dengan panas bumi tapi 

keadaan tersebut juga terjadi di proyek panas 
bumi.

Proses pembebasan lahan untuk proyek panas 
bumi umumnya dilakukan oleh perusahaan 
pengembang bekerjasama dengan pemerin-
tah daerah. Purba et.al. (2018d) telah men-
deskripsikan contoh alur kerja pembebasan 
tanah di proyek panas bumi seperti terlihat di 
Gambar 15. 
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Gambar 15. Alur kerja dalam proses pembebasan lahan untuk proyek pengembangan panas bumi (Purba, 
2018d)

Selain alur kerja, Purba et.al. (2018d) juga 
mendeskripsikan beberapa tantangan yang 
mungkin dihadapi saat melakukan pembebas-
an tanah untuk proyek panas bumi.

1) Pemilik tanah menolak untuk menjual: Sa-
lah satu alasan utama adalah para pemilik ta-
nah belum mempercayai pihak pengembang 
panas bumi dan takut tertipu dengan pena-
waran yang diajukan oleh pihak perusahaan. 
Sebab lain dapat berupa kurangnya pemaham-
an pemilik lahan terhadap mekanisme jual-
beli tanah karena tidak memiliki pengalaman 
sama sekali dalam transaksi tanah sehingga 
memutuskan untuk tidak menjual karena ta-
kut tidak mendapatkan ganti rugi yang dirasa 
sesuai. Gambar 16 menunjukkan bagaimana 
pembayaran tanah harus dilakukan secara tu-
nai karena pemilik tanah tidak pernah beru-
rusan dengan perbankan dan tidak bersedia 
memiliki rekening bank untuk menampung 
uang kompensasi tanah yang mereka miliki. 

Gambar 16. Contoh acara pembayaran secara tunai 
kompensasi lahan masyarakat setempat yang dibeli 

atau disewa oleh pengembang untuk digunakan 
dalam salah satu proyek panas bumi di Indonesia

Alasan lain adalah tanah di beberapa daerah 
di Indonesia tidak dimiliki oleh satu orang 
melainkan oleh satu desa secara komunal. Ar-
tinya segala keputusan terkait tanah tersebut 
harus dimusyawarahkan bersama dan dapat 
memakan waktu lama, terutama jika ada sa-
lah satu anggota masyarakat yang tidak setuju. 
Berbagai penyebab tersebut diatas biasanya 
terjadi jika perusahaan pengembang panas 
bumi yang bersangkutan tidak menginvesta-
sikan usaha, waktu dan uang secara mema-
dai untuk mensosialisasikan proyek kepada 
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masyarakat setempat dan gagal membangun 
hubungan yang tulus dan terbuka dengan ma-
syarakat.

2) Tidak adanya lahan pengganti yang sesuai: 
Seringkali penduduk desa tidak membutuh-
kan uang sebagai kompensasi atas penjualan 
tanah mereka. Mereka, dalam banyak kasus, 
lebih memilih diberikan lahan pengganti yang 
sepadan untuk dapat melanjutkan kegiatan 
berladang atau berkebun. Sayangnya, di da-
erah pegunungan, akan sulit bagi perusahaan 
pengembang untuk menemukan area tanah 
yang datar yang bisa dijadikan lahan peng-
ganti sehingga kesepakatan jual-beli menjadi 
sulit tercapai.

3) Lahan atau tanah yang dibutuhkan terletak 
di dalam kawasan hutan lindung atau taman 
nasional: Sesuai dengan pembahasan di bab 
E sebelumnya, 80% dari area prospek panas 
bumi terletak di dalam kawasan hutan lindung 
atau taman nasional. Hal ini menjadi tantang-
an karena proyek panas bumi berada dalam 
pengawasan Kementrian ESDM sedangkan 
pengelolaan kawasan hutan lindung dan ta-
man nasional berada dibawah Kementrian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana 
pihak pengembang seringkali harus menung-
gu sampai kedua instansi pemerintah tersebut 
melakukan komunikasi dan kordinasi terkait 
permasalahan lahan yang dibutuhkan oleh 
pengembang. 

H. Minimnya tenaga ahli panas bumi di 
Indonesia saat ini

Pemerintah Indonesia menargetkan tam-
bahan pembangkit listrik panas bumi men-
jadi 7.241,5 MW pada 2025 (RUEN, 2017). 
Hingga akhir 2017, kapasitas terpasang panas 
bumi baru mencapai 1.808,5 MW (ESDM, 
2017) dimana masih dibutuhkan 5.432,5 MW 
untuk dapat mencapai target yang ditetapkan. 
Dengan penambahan hampir kapasitas empat 

kali lipat, kebutuhan akan personel, baik staf 
maupun ahli, juga akan meningkat. Umam 
et.al. (2018) menyebutkan kebutuhan 5.433 
MW akan menciptakan kurang lebih 23.000 
lapangan pekerjaan tambahan. Dengan meng-
gunakan formula yang diajukan oleh Jenne-
john (2010) yang mengasumsikan setiap Me-
gaWatt (MW) produksi listrik melalui energi 
panas bumi akan dibutuhkan 4,25 posisi pe-
nuh waktu dan 16 orang-tahun maka untuk 
mencapai target pemanfaatan panas bumi 
Indonesia di tahun 2025 dibutuhkan 87.000 
orang per tahun. Kebutuhan personel ini men-
cakup ahli geologi, ahli geoſsika, geokimia, 
ahli pengeboran, insinyur, ahli hidrologi dan 
personel terampil lainnya untuk operasi dan 
pemeliharaan yang harus dipersiapkan sebe-
lum memulai proyek pengembangan lapang-
an panas bumi (Smillie et al., 2015).

Solusi jangka pendek untuk menyediakan 
sumber daya manusia panas bumi adalah de-
ngan mendatangkan ahli dari luar negeri yang 
memiliki pengalaman memadai dalam proyek 
pengembangan panas bumi. Umumnya, para 
ahli ini dibawa sebagai konsultan, mentor, 
dan pelatih untuk tenaga kerja lokal, atau un-
tuk posisi manajerial. Namun demikian, per-
ekrutan tenaga ahli dari luar negeri akan me-
ningkatkan biaya produksi secara keseluruhan 
disebabkan tingginya gaji yang harus ditawar-
kan agar kompetitif. Di sisi lain, adanya re-
gulasi untuk membatasi penggunaan tenaga 
kerja asing dalam proyek pengembangan pa-
nas bumi terlihat kontras dengan solusi jang-
ka pendek yang dibahas diatas. Penggunaan 
pekerja asing hanya diizinkan untuk transfer 
pengetahuan seperti konsultan atau ahli yang 
didampingi oleh tenaga kerja Indonesia.

Sebagai tambahan, industri migas dianggap 
lebih mapan dibanding industri panas bumi, 
terutama di Indonesia. Hal ini membuat ba-
nyak perusahaan pengembang panas bumi 
mencari tenaga ahli di indusri migas untuk 
dibawa ke industry panas bumi sebagai usa-
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ha menutupi kekurangan personel. Sayang-
nya, banyak perusahaan panas bumi belum 
menyadari bahwa walaupun terlihat mirip, 
terdapat perbedaan yang cukup besar antara 
proyek pengembangan panas bumi dengan 
proyek migas. Umam et.al. (2018) mendes-
kripsikan perbedaan tersebut dimana salah 
satunya adalah di bidang pengeboran. Umam 
juga menyebutkan bahwa saat ini belum ada 
standarisasi khusus untuk kompetensi perso-
nil panas bumi yang didokumentasikan dalam 
sebuah dokumen atau sertiſkat. Semua requ-
irement untuk key personnel drilling masih 
mengacu pada pengalaman dan kompetensi 
yang berlaku di industri migas. Sehingga se-
hingga semua personel yang memiliki sertiſ-
kasi dan pengalaman di industri migas dapat 
langsung bekerja di proyek panas bumi tanpa 
menyadari adanya beberapa perbedaan anta-
ra kedua industri tersebut yang bisa mengan-
cam keselamatan kerja dan lingkungan. 

KESIMPULAN
Studi ini bertujuan untuk mengidentiſkasi 
dan menyarikan berbagai tantangan dalam 
pengembangan energi panas bumi di Indone-
sia dan mencoba menawarkan beberapa opsi 
solusi untuk mempercepat eksplorasi dan pe-
ngembangan energi panas bumi. Berdasarkan 
identiſkasi yang telah dilakukan, tantangan 
pengembangan panas bumi di Indonesia:

•� Lokasi sumber daya panas bumi di Indo-
nesia pada umumnya berada di lokasi di 
pegunungan berapi aktif dan mengan-
dung banyak bahaya dan kesulitan karena 
memiliki high-relief terrain.

•� Bentang alam Indonesia sebagai negara 
kepulauan memberikan tantangan untuk 
logistik dan transportasi peralatan berat 
antar pulau yang akhirnya bisa mening-
katkan biaya proyek.

•� Pembangunan infrastruktur ſsik yang 

belum merata di Indonesia. Wilayah In-
donesia timur yang merupakan target pe-
ngembangan panas bumi di mana rasio 
elekriſkasi masih rendah adalah salah 
satu wilayah yang belum memiliki infra-
struktur memadai untuk mendukung pro-
yek pengembangan panas bumi. 

•� Sistem pembeli listrik tunggal di Indone-
sia dimana hanya PLN yang dapat mem-
beli listrik membuat proses negosiasi 
harga jual-beli listrik berjalan lambat dan 
akhirnya berpengaruh terhadap jadwal 
proyek secara keseluruhan. Pengembang 
umumnya memilih untuk menunda ekse-
kusi proyek jika belum menemukan kese-
pakatan harga dengan PLN.

•� Banyaknya WKP berada di dalam taman 
nasional atau hutan lindung menyulitkan 
pengembang untuk membuka wilayah 
kerja atau sekedar membangun jalan un-
tuk akses ke sumber daya panas bumi.

•� Masyarakat belum teredukasi dengan 
baik tentang panas bumi sehingga banyak 
penolakan di daerah (social acceptance 
issue)

•� Sulitnya melakukan pembebasan tanah di 
banyak daerah di Indonesia sehingga pro-
yek panas bumi biasanya sangat lambat 
di tahap awal. Tanpa penguasaan tanah 
maka tidak mungkin proyek dapat berja-
lan sesuai jadwal.

•� Masih terbatasnya jumlah tenaga ahli pa-
nas bumi Indonesia.

Beberapa opsi solusi hasil diskusi tim penulis 
makalah ini untuk percepatan pengembangan 
energi panas bumi adalah sebagai berikut:

•� Untuk menanggulangi minimnya infra-
struktur dan akses di lokasi lokasi panas 
bumi yang relative terpencil, pengeboran 
eksplorasi dengan menggunakan meto-
de slim hole drilling. Metode slim hole 
menggunakan rig yang jauh lebih kecil 
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dibandingkan dengan rig untuk standard 
hole drilling, sehingga memiliki footprint 
yang juga lebih kecil sehingga biaya da-
pat lebih murah. Metode ini cocok untuk 
digunakan pada saat eksplorasi karena 
memiliki ƀeksibilitas lebih tinggi untuk 
menyesuaikan dengan keadaan lahan 
(Purba, Dimwani, & Adityatama, 2018).

•� Kondisi PLN sebagai pembeli tunggal 
energi listrik di Indonesia harus diimbangi 
dengan campur tangan pemerintah untuk 
menerapkan regulasi yang dapat mengha-
silkan skema tarif yang atraktif bagi inves-
tor tapi tetap menguntungkan untuk PLN. 
Studi lebih lanjut dan lebih rinci menge-
nai metode yang tepat untuk menurun-
kan biaya eksplorasi dan produksi harus 
dilakukan oleh pemerintah, praktisi dan 
akademisi sehingga bisa diketahui biaya 
baseline dari suatu proyek pengembang-
an energi panas bumi di Indonesia.

•� Berbagai metode pendekatan masyarakat 
harus dipelajari dan diimplementasikan, 
termasuk pemanfaatan warga sekitar da-
lam kegiatan ekplorasi, konstruksi, mau-
pun produksi panas bumi untuk memini-
malisir risiko penolakan oleh masyarakat 
sekitar lokasi proyek. Telah banyak studi 

yang menawarkan berbagai alternatif pen-
dekatan, salah satunya adalah pengguna-
an langsung sumber panas bumi untuk 
pariwisata, pengeringan produk agrikul-
tur, dll yang diharapkan dapat membantu 
mengembangkan ekonomi sekitar wila-
yah proyek panas bumi dan melibatkan 
masyarakat sekitar secara berkesinam-
bungan (Adityatama et.al., 2018).

•� Pembebasan tanah merupakan masalah 
yang tidak dapat diabaikan dalam me-
ngembangkan energi panas bumi di In-
donesia. Oleh karenanya kordinasi lintas 
kementrian dan komunikasi antara peme-
rintah daerah dengan perusahaan harus 
ditingkatkan terkait masalah pembebasan 
tanah ini. 

•� Dibutuhkan suatu standar kompetensi un-
tuk tenaga kerja panas bumi, terutama di 
bagian pengeboran. Dengan adanya suatu 
standar kompetensi yang jelas, maka di-
harapkan transisi dari tenaga kerja penge-
boran minyak dan gas dapat berlangsung 
dengan baik dan mampu meminimalisir 
risiko keselamatan kerja yang disebabkan 
perbedaan lingkungan antara panas bumi 
dan migas.
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